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I(ATA PEITGA,ITTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat T\rhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai dapat menyelesaikan l,aporan Forum Konsultasi Publik Tabun 2O2l
ini. Pelaksanaal Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman
hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain:
pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelayanaa sehingga diperoleh kebijakan yang
efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dal kritik yang
membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan
publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik.
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BAB I

PEITDAIII'LUAIT

A. Latar Belataag

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat

penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. HaI ini

karena pelayanan publik selalu berkaitan dengaa kepentingan dan

pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara

berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik

sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun

1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan

abdi masyarakat memiliki perarlar penting dalam menyediakan layanan

publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk

sesuai dengan Pasal I Undang-Undang No 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian

kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrarif yang disedialan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang

dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai

dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yoglakarta telah menetapkan Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yograkarta Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pedoman Standar

Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak

jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan



seperti perbedEran antara kinerja yang diharapkan (intended petfomarrcel

dengan praktek sehari-hari lactual perfomance), perbedaan antara

tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan

aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya

anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya.

Oleh karena itu, sesuai dengal amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang

terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang

dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat

terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana

untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanalcan

fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kine{a aparatur negara sebagai

representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat

kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila

sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang

dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan

masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawabal, penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan

pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur

negara sehingga teqadl improuement pada kinerja pelayanan oleh

aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan

dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan

peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang

dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik altara pemerintah dan

masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan

masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
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B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Pub1ik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20 12 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik di Ligkungan Unit Penyelenggara Pelayaaan

Publik;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yoryalarta Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pedomal Standar Pelayanan;

6. Surat Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

Nomor : 065lOOL83l2O20 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 202O;

7. Surat Keputusan Kepala Balai Pengukurar Kompetensi Pegawai

Nomor: 065/00064 /2O21 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada

Balai Pengu.kuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021.

C. Tqluan dan [anfast
1. Tujuan

a) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara

pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rErncangan,

penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh

penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Meningkatlan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yoryakarta dengan aparatur Pemerintah Daerah

lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Daerah

Istimewa Yoryakarta.



c) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan

isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Daerah lstimewa

Yoryakarta

d) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan

masyarakat

2. Manfaat

a) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan

harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang

merugikan publik.

b) Manfaat PKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :

1) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang

akan ditetapkan;

2) memperoleh bahaa masukan dari publik dalam rangka

perumusan maupun perbaikan kebijakan;

3) mengqiak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan

untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

4) mengqjak dan mendidik publik untuk turut serta dalam

rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;

5) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara

pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang

ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

6) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

c) Manfaat FKP khusus bagi publik :

1) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh

Undang-Undang Pelayanan Publik;

2) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang

akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;



3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang

dilakukan;

4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan

penyelenggara layanan.

D. JealsJenls Pelayenan

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai telah menyusun dan

menetapkan Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai Nomor : 065/00064/2021 tentang

Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Pengukuran Kompetensi

Pegawai Tahun 2021 pada tanggal 19 Maret 2O2L dengan jenis layanan

sebanyak 9, yaitu:

1. Layaaan Informasi dan Kefa sama Pengukuran

2. Layanan Pengaduan

3. Layanan Pengukuran Kompetensi dengan Metode Assessment Center

4. Layanan Pengukuran Kompetensi dengan Metode Quasi

5. Layanan Tes Psikologi dengan Wawancara

6. Layanan Tes Psikologi

7. I.ayanan Konseling Psikologi

8. Layanan Umpan Balik Pasca Uji Kompetensi

9. Layanan Fasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi
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BAB Ⅱ

PENWLttGG― FORUM KOHSULTASI― LEK

A. Pelaksanaaa Forum Konsultasl Prrbllk

1. Pra-Pelaksanaan

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim

Internal (dokumen Surat Keputusan Pembentukan Tim

Penyeleggara Forum Konsultasi Publik terlampir).

b. Tema Porum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik memiliki tema yaitu Review Standar

Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021

c. Materi Forum Konsultasi Publik

Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :

1) Pedoman Review Standar Pelayanarr

2) Standar Pelayana-n Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

d. Peserta

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

1. Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik : Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai - Badan Kepegawaian Daerah DIY

2. Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat : Perwakilan mitra keda

sama Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dari

Kabupaten/Kota DIY

e. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Direncanakan oleh unit penyelenggara pelayananan publik dengan

stakeholder.

2. Pelaksaaaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tarrggal : Jum'at I 19Maret2O2l



Waktu : O8.30 - 11.00 WIB

Tempat : Aula Sidoluhur, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

J1. Kyai Mojo 56 Yoryakarta

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan (metode)

dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan

kritik terkait kebdakan maupun masalah yang ditemukan. Forum

Konsultasi Ptrblik ini dipandu oleh (pemandu acara) yang selanjutnya

Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh (pembuka acara), dan

dilanjutkan dengan pemaparan materi dari (pemateri). Kemudian

Forum Kebijakan Rrblik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan

tanya jawab yang dipandu oleh (pemandu).

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Rrblik ini

membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada

dan bekerja sama unhrk mencari solusi yang tepat.

B. Analtsls Masalah dan Rencana Tlndak LanJut

Forum diawali dengan identifrkasi permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan pelayanan dengan analisis permasalahan kemudian dalam

forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam

tabel berikut :

PERIUASALIIIIAN DAIT RTITCAJYA TIIVDAI( LIIITJUT PERBAIKAIT

I[ama OPD/IIPT : Balat Pengukuraa Kornpetensl Pegawat

No JENIS PELAYANAN PERMASALAHAN
RENCANA TINDAK
LANJUT PERBAIKAN

1 Pengukuran
Kompetensi dengan
Metode Assessment
Center

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan dan
menambahkan jangka
waktu penyelesaian

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

20 hari kerja setelah
deadline rekapitulasi
per angkatan
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laporan rekapitulasi - Laporan
rekapitulasi: 7 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data

2 Pengukuran
Kompetensi dengan
Metode Quasi

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan dan
menambahkan jangka
waktu penyelesaian
laporan rekapitulasi

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap:

20 }:ari kerja setelah
deadline
rekapitulasi

- Laporan
rekapitulasi: 7 hari
keda setelah selesai
pengambilan data

3 Tes Psikologi dengan
Wawancara

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan dan
menambahkan jangka
waktu penyelesaian
laporan rekapitulasi

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

20 hari kerja setelah
deadline
rekapitulasi

- Laporan
rekapitulasi: 7 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data

4 Tes Psikologi Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

20 hari kerja setelah
deadline
rekapitulasi

- Laporan rekapitulasi
(tes psikologi dengan
ranking) : 14 hari
keda setelah selesai
pengambilan data
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5 Konseling Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
Laporan lengkap : 7
hari keda setelah
selesai sesi konseling

6 7 layanan selain
Informasi dan kerja
sama pengukuran
dan Pengaduan

Penambahan pada bagan
alur sistem, mekanisme
dan prosedur apabila
usulan permintaan
ditolak/disetujui

Revisi Standar
Pelayanan:
penambahan pada
bagan alur sistem,
mekanisme dan
prosedur apabila
usulan permintaan
ditolak/disetujui

7 Semua layanan Perubahan pejabat
struktural yang
menandatangani Berita
Acara Standar Pelayanan

Revisi Standar
Pelayanan pejabat
eksisting yang
menandatangani
Berita Acara Standar
Pelayanan

C. Pasca Pelaksenaan Fonrm

Pelaksanaan Forum Konsultasi Rrblik dan Komitmen Tindak Lanjut

Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara

Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum

(sebagaimana terlampir).
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BAB III
PETUTT'P

Keslmpul,an

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai pada 19 Maret 2021, tukul 08.30 -

11.00 WIB dan bertempat di Aula Sidoluhur, Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai , Jl. Kyai Mojo 56 Yoryakarta dengan Forum

Konsultasi Publik memiliki tema yaitu "Review Standar Pelayanan

Balai Pengu.kuran Kompetensi Pegawai Tahun 2O21" merupakan

kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara

penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum

Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan

pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

Tahun 2021 melakukan review terhadap Standar Pelayanan tahun

sebelumnya, dal mendapatkan beberapa masukan/ saran dari
perwakilan mitra kerja sama dan stakehol-der (Subbidang Pengelolaan

Mutu dan Dokumentasi, Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD DIY).

Masukan/ saran khususnya terkait komponen Seruice Deliuery yattu.

jangka walrtu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi

dengan metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan

metode Ouasl, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan

Konseling. Selain itu juga penambahan pada bagan alur sistem,

mekanisme dan prosedur apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

serta Perubahan pejabat struktural yang menandatangani Berita Acara

Standar Pelayanan. Setelah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik,

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai men5msun Standar Pelayanan

Tahun 2O21.
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B. Saraa

Berdasarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang telah

diselenggaralan Balai Pengu.kuran Kompetensi Pegawai, kami

sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Forum Konsultasi Publik sebagai upaya percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik perlu diselenggarakan secara

berkelanjutan setiap tahunnya

2. Saran dan masukan dari publik (mitra ke{a sama dan stakeholder)

dalam Forum Konsultasi Publik agar segera ditindaklanjuti oleh

setiap OPD sebagai dasar untuk penyusunan revisi Standar

Pelayanan
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LIIIuPIRAIT

Lampiran l. Undangan FKP
Lampiran 2. Salinan Daftar Hadir FKP
Lampiran 3. Notulensi FKP
Lamptan 4. Foto Kegiatan FKP
Lampiran 5. Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan FKP dan Komitmen

Tindak Lanjut Hasil FKP
Lampiran 6. Surat Keputusan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi
Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengu.kuran
Kompetensi Pegawai

12



Lamplran 2「 Salinan Daftar Hadir

PEMERINTAH DAERAH DAERAHiSTIMEWA YOGYAKAR「 A

BADAMKEPEC´ 劇勁Np中l EnttRAH
BALAIPENGUKURAN KOMPETEN81PECAWAロ

rLn{ mnrff rulnctnqmprur 5 qnmm^i ni m{ nn

Jl_KyaI Mqわ No_56 Yogyaka‖ L55244T● Iepon(0274)512080
Fakdmile《0274)512080

Website:h抽p:r/bkdjttaprOv.go.ld:Erla‖:balal●lo“ab口 iaprov_●●.id

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

」珈,at/19 Haret 2021
08.,0‐ 11000 WIB

Au■a Sido■ubur Ba■al Pengukuran Kanpetend Pegauni BKD DIY
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Pega■Bi Tabun 2021
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Lalnpiran l.Undangan FKP
PEMER!NTAH DAERAH DAERAH:S丁 !MEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWA:AN DAERAH

■tt Ш酬ヱ靱 留
υ電a爾
,Telepon (o274)562150(2900‐ 2931),

Faksimile Psw 2903,(0274)512080
webstte:http://― bkd iOglaprov go id:e‐ ma‖:bkdooglaprOv go id

Nomor
Sifat

Lampiran
Hal

:8年 わ Ц3`

:共 〔
`浚

彬 )
: Undangan

Yogyakarta, o lnaWL ?DU

Kepada :

Yth. (Daftar Terlampir)

: Jumat

:19Maret2O?1

: 08.30 s/d 11.00 WIB

: Aula Sidoluhur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

: Forum Komunikasi Publik Review Standar Pelayanan

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawa i 1 ahun 2021

Dengan hormat mengharapkan kehadiran BapaUlbu pada pertemuan yang

akan diselenggarakan pada :

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Acara

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadiran BapaUlbu, kami

ucapkan terima kasih.

総
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Lampiran surat

尋∞J:財鳴府,瀬

Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo

4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul

6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY

7. Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah DIY

8. Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi

10.Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi Balai PKP

11. Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian Balai PKP

12.Kepala Subbagian Tata Usaha Balai PKP

13. Sdr/Sdri
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Lampiran 3.Notulensi
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NOTULENSI FORШ  KONSULTASI PUBLIK
DAN REVIEW STANDAR PELAYANAN

Hari/Tansgal
Tempat

Waktu
Acara

Susunan Acara

Jum'at / 19 Maret 2O2l
Aula Sidoluhur, Balai Pengu.kuran Kompetensi
Pegawai BKD DIY, Jl. Kyai Mojo 56 Yoryakarta
08.30 - 11.O0 WrB
Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2021
1. Pembukaan

2. Penjelasan singkat tentang Standar Pelayanan darr
Pedoman Review Standar Pelayanan

3. Pemaparan Standar Pelayanan Balai Pengu.kuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2020

4. Pembahasan, masukan dan saran
5. Penyusunan draft Standar Pelayalan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021
berdasarkan masukan dan saran

6. Penutup

Forum konsultasi publik dan review standar pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai pada 19 Maret 2021 ini merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan. Forrm Konsultasi Publik merupakan uPaya
percepatan kualitas pelayanal publik agar terbangun sistem penyelenggaraan
pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review
Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan
pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah



ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

1. Rapat dihadiri oleh 2O orang dari internal Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai, stakehalder BKD DfY dan mitra kerja sama.

2. Hasil Konsultasi Publik (tema FKP) adalah sebagai berikut:
a. disepakati perlu dilakukan review terhadap komponen Service Deliuery

yaitu jangka waktu penyelesaian pada layanal Pengukuran
kompetensi dengan metode Assessment Center, Pengu.kuraa
kompetensi dengan metode Quasr, Tes Psikologi dengan Wawancara,
Tes Psikologi, dan Konseling

b. penambahan pada bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7
macarn layanan apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

c. disepakati Forum Konsultasi Publik akan rutin diselenggarakan sekali
dalam 1 tahun

3. Hasil review standar pelayaaan adalah sebagai berikut:
a. jangka waktu penyelesaian laporan lengkap pada pengukuran

kompetensi dan potensi lebih didetilkan penjelasannya secara teknis
pelaksanaan (lumlah harinya dan angkatannya), disesuaikan dengan
kapasitas pelaksana layanan, khususnya Assesor SDM Aparatur dan
konselor

b. menambahkan jangka walrtu penyelesaian laporan rekapitulasi
layananJayanan pengukuran kompetensi dan potensi

c. penambahan pada bagal alur sistem, mekanisme dan prosedur 7
macarn layanan apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

4. Masukan dan saraa peserta antara lain:
a. kroscek penamaan jenis pengukuran kompetensi apakah sudah sesuai

Peaturan Kepala BKN No. 26 tahun 2019 tentang Pembinaan
Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS

b. meninjau ulang jangka waktu penyelesaian pada layanan, baik
penyampaian laporan lengkap maupun laporan rekapitulasi, agar bisa
lebih dipercepat

c. bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7 macam layanan perlu
ditambah alur skema apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

d. apabila ada perubahan peraturan tentang tarif layanan ke depannya
mohon untuk diinformasikart

e. mohon diinformasikan kiat-kiat untuk mendapatkan Sertifikat A
untuk penyelenggara penilaian kompetensi dari BKN
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5. Tanggapan dari narasumber (Kepala Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai, Drs. Aris Widaryanto, M.M) adalah sebagai berikut:
a. penarnaan jenis pengukuran kompetensi telah sesuai Peaturan Kepala

BKN No. 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian
Kompetensi PNS

b. waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi dengan
metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan metode

Quasz, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan Konseling,
baik laporan lengkap maupun laporan rekapitulasi akan segera
ditindaklanjuti dengan revisi Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2021

c. bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7 macam layanan Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai apabila usulan permintaan
ditolak/disetujui akan ditambahkan pada Standar Pelayanan

d. saat ini belum ada perubahan peraturan tentang tarif layalan, narnun
apabila ke depannya ada akan segera diinformasikan ke mitra keda
sama atau pengguna layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

e. kiat-kiat untuk mendapatkan Sertifrkat A untuk penyelenggara
penilaian kompetensi dari BKN yaitu memenuhi segala kriteria
persyaratan penilaian akreditasi, dari 3 unsur yaitu : unsur Metode
dan Pelaksanaaa Penilaian Kompetensi, unsur Organisasi dan unsur
SDM. Selanjutnya dapat menghubungi Seksi Hubungan Antar
Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi serta Seksi Pengukuran dan
Pengujiaa Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

6. Masukan dan saran dari peserta Forum Konsultasi Publik "Review
Staldar Pelayarran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021"
ini akan dibahas lebih lanjut oleh pihak pemberi layanan (Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai) agar segera ditindak lanjuti.

KEPALA

BALAI PKP

402121993021001
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Lampiran 4. Foto Kegiatan
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Lampiran 5. Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi
Publik

PEMER!NTAH DAERAH DAERAH:STIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPECAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSIPECAWAl

0   0 0    ● 0 0
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Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (O27 4) 512O8O

Website: http://balaipkp.jogiaprov.go.id; Email: balaipko@iooiaprov.qo,id

BERITA ACARA

NOMOR:065/00061.1/2021

PENNDATNCAⅡ AI PELAKSNMI FORUM KO■ SULTASI PIIBLEK D墨
KOmTMEI TINDAK HJUT HASIL FORUH XONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini, tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh

satu, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai telah menyelenggarakan Forum

Konsultasi Publik dan Penandatanganan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum

Konsultasi Publik oleh pihak terkait (mitra kerja sama Kabupaten / Kota DIY

dan Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD Dfq. Penandatangan Komitmen

diwakili oleh perwakilan dati Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan/BKPP Kota Yoryakarta, BKPP Kabupaten Sleman, BKPP Kabupaten

Kulon Progo, BKPP Kabupaten Bantul, BKPPD Kabupaten Gunungkidul dan

Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi BKD DtY, yang mewakili para

peserta Forum Konsuttasi Pubtik (tema FKP) menyatakan patuh dan siap

melaksanakan hasil Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagu.naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2Ol7 gana membahas permasalahan di bidang pelayanan publik, khususnya
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Review Standar Pelayanan Balai Pengukuraa Kompetensi Pegawai Tahun 2021,

dengan hasil sebagai berikut:

1. disepakati perlu dilakukan review terhadap komponen Serube Deliuery

yaitu jangka waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi

dengan metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan

metode Quasi, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan

Konseling

2. disepakati perlu penambahan pada bagan alur sistem, mekanisme dal
prosedur 7 macam layanan apabila usulal permintaan ditolak/disetujui

3. disepakati Forum Konsultasi Publik akan rutin diselenggarakan sekali

dalam 1 tahun dengan mengu.ndaag pihak mitra kerja sama sebagai

masyarakat yang dilayani dan staketnder terkait.

Demikian berita acara Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021 dibuat dan disahkan untuk
digu.nakan sebagaimana mestinya.
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DITANDATANGANI OLEH:

No NAMA lWSTANSI JABATm TANDA TttGAN

1. Drs. Teguh Suhada, M.Si Badan Kepegawaian

Daerah DIY

Sekretaris Badan

Kepegawaian Daerah DIY

2. Widanta,S.T,M.Ec.Dev Badan Kepegawaian

Daerah DIY

Kepala Bidang Tata Usaha

Kepegawaian

3. Ani Astuti,S.IP Badan Kepegawaian

Daerah DIY

IGsubbid Pengelolaan Mutu

dan Dokumentasi

4. Drs. Aris Widaryanto, M.M Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

Kepala Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

5. Sofli Indriyani, S.E, M.Acc Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

Kepala Seksi Hubungan

Antar lcmbaga dan

Sertifrkasi Kompetensi

6. Lailatul Munawaroh,S.Psi,M.A Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

Kepala Seksi Pengukuran

dan Pengujian

7. Bimo Wicaksanengnoyo,S.Psi Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

Kepala Sub Bagian Tata

Usaha

8 Indah lslawati,S.Psi,M.Psi Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai

Assessor SDM Aparatur

Muda

9 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Kota

Yoryakarta

ν `

Kompetensi

10 ly, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten

Sleman

Perencanaan dan

Pengembangn

Muafiq, S.Psi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten

Kulon Progo

12 Sustiyati,S.IP Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten

Bantul

Pengembangan Pegawai

13 Indah Dini Susilowati,S.Psi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

Kabupaten

Gunungkidul

Jabatan Administrasi, JPT

dan Penempatan Pegawai
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Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENS:PEGAWAl

NOMOR 065/00010/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
FORUM KONSULTASi PUBLiK REVIEW STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSi PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAIPENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAl

: a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik;

b. Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara

pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan,

dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara

pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi

Pegawai tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik

Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 fahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik; 23
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi

Publik di Ligkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar

Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dengan susunan dan

personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas:

a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review

Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. Menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai;

c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review Standar

Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

d. Melakukan Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi

Pegawai;

e. Menyusun Revisi Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET:GA
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LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENS:PEGAWA:
NOMOR:065/00010/2021
TENTANG T:M PENYELENGGARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK REViEW STANDAR
PELAYANAN BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI
PECAWAl

SUSUNAN DAN PERSONALIA
丁lM PENYELENGGARA

FORUM KONSULTAS!PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAl

NO NAMA ANGGOttA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

Drs. Aris Widaryanto, M.M
Kepala Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai Ketua

2. Soffi lndriyani, S.E, M.Acc.
Kepala Seksi Hubungan Antar

Lembaga dan Sertifikasi
Kompetensi

Sekretaris

3. Retno lstilndrayani,S.Psi,M.M Assessor SDM Aparatur Madya Anggota

4. Lailatul MunawaЮ h,S.Psi,M.A
Kepala Seksi Pengukuran dan

Pengujian Anggota

5. Bimo Wicaksanengnoyo, S.Psi Kepala Subbagian Tata Usaha Anggota

6. Retno Endrastuti,S.Psi,M.Eng. Analis Penjamin Mutu Anggota

7. lda Wahyu Setiyaningsih, S.Psi Penyusun Promosi dan Kerjasama Anggota

8. Pranowo, S.lP Penyusun Promosi dan Kerjasama Anggota
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